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BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 01 A TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang         
a. 
bahwa untuk menca,iai daya guna dan hasil guna dalam rangka penerimnan pendapatan daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan agar terarah dan mencapai sasaran sebagaimana ditetapkan, maka perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagimana telah diubah dengan Undang​Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Undang-Undang Homor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali teraKhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15,

7. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/205 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 'Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Derah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.4/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau BupatifWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor Kep-30/Pj-7/1986 dan Nornor 973/562 tentang Peiimpahan Wewenang Penagihan PBB Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Kabupaten Bantul;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU 
Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul, dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA
Tugas Tim Intensifikasi adalah sebagai berikut

a. melaksanakan Kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan

dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Bantul;

b. mengadakan Penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul;

c. memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul;

d. memantau perkembangan wilayah dalam rangka peningkatan pendapatan dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul;

e. mengadakan intensif kasi pemungutan dan / atau penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul; dan

f. memberikan petunjuk teknis dan administrasi mengenai intensifikasi pungu(ar, penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA 
Untuk kelancaran pelaksan.ian tugas yang berhubungan dengan intensifikasi Pajak Bumi ian Bangunan Kabupaten Bantul, maka Ketua Tim dapat menibe:ntuk btaf Pelaksana Teknis, Staf Pelaksana Administresi dan Pelaksana lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuha.i

KEEMPAT
 Dalam melaksanakan tuyasnya Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pembangunan Kabupaten Bantul.

KEENAM 
Dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 3A Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
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pada tanggal 2 Januari 2010

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Keoada Yth 
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul:

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY; 
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 
5. Kepala BAPEDA Kabupaten Bantul; 
6. Kepala DPKAD Kabupten Bantul;

 7. Kabag. Pernerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul; 
 8. Camat se Kabupaten Bantul;

9. Lurah se Kabupaten Bantul;

10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebag:,in ana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR O:jjj~VTAHUN 2010 TANGGAL: 2 JAI;

Susunan dan Personalia

No.
Jabatan dalam Tim
Jabatan dalam Dinas
Nama

 1                         2

3



4

1.
Penanggung jawab/Pembina
Bupatt Bantu)

2
Pengarah
Wakil Bup,ati Bantul

3.
Ketua
Sekre'v ris Daerah Kabupaten Bantu)

4,
Wakil Ketua I
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul

5.
Wakil Ketua II
Asisten Perekonomian dan Pembannunan Setda Kab. Bantu)

6.
Sekretaris I
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul

7.
Sekretaris II
Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Uaereh Kab, Eantul

8.
Anggota Tim Teknis
1. Asisten Penierintahan Setda Kabupaten Bantul

2. Kepala. Inspektorat Kabupaten Bantul

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul

5. Sek-etaris dan Kepala Bidang pada DPKAD Kab. Bantul

6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada DPKAD Kab. Bantul

9.
Pelaksana Operasional

   Camat se Kabupaten Bantul  
Kecamatan
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